WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR ioso TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Menimbang

Mengingat

KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

bahwa berdasarkan Pasal 347 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2021
tentang Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus
menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung dalam
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Pemerintah ini berlaku;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Pelayanan Penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung Kota Ambon;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No 23 Tahun 1957
tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat
II dan Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 Sebagai
Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ter*tang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6»Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun .2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun; 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
6628);

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota
Ambon Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Ambon Nomor 290);

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon
Nomor 321); Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota
Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Ambon Nomor 389);



12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Ambon
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 415):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Melaksanakan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan
Gedung sebagai ganti dari Izin Mendirikan Bangunan;

KEDUA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelaksanaan
layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ParafKoordinafi
Sekretaris Kota

Asisten I /1I/1III
Kabag Hukum

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon



